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PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 
atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ”Aspek Yuridis 
Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dan Dampaknya 
Terhadap Pemberdayaan UMKM” dapat diselesaikan dengan 
baik. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian Kelompok 
Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021. 

Kajian mengenai restrukturisasi BUMN merupakan 
kajian yang menarik, mengingat sejarah perkembangan BUMN 
di Indonesia yang telah mengalami pasang surut sejak awal 
kemerdekaan hingga saat ini. Peran strategis yang dimiliki BUMN 
dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, 
mendorong pemerintah selalu melakukan pembenahan melalui 
kebijakan-kebijakan strategisnya. Restrukturisasi BUMN 
menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyehatkan 
kinerja BUMN. Terlebih era pascapandemi Covid-19 menjadi 
momen yang tepat bagi BUMN dalam melakukan restrukturisasi 
untuk memperkuat posisi bisnis BUMN dan meningkatkan 
kontribusi kepada negara.

Buku ini mengulas perspektif yuridis pembentukan 
holding BUMN Ultra Mikro dengan fokus analisis pada 
pengaturan pembentukan holding BUMN ultra mikro serta 
dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM. Melalui buku 
ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan 
pembaca, khususnya mengenai aspek hukum penyelenggaraan 
holding BUMN.
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Apresiasi mendalam saya sampaikan kepada penulis yang 
secara inovatif dan konstruktif telah berusaha memberikan 
sumbang pikir yang terbaik bagi pembangunan masyarakat 
dan bangsanya. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga 
saya berikan kepada Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M, PhD. 
atas sumbangan pemikirannya dalam melakukan kegiatan 
penyuntingan, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dapat 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan 
kebijakan terkait. 

Jakarta, November 2022 
Kepala Pusat Penelitian 
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 

Achmad Sani Alhusain. S.E., M.A.
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PROLOG 

Pembentukan dan pengembangan Holding BUMN 
Ultra Mikro yang beroperasi pada tahun 2021 merupakan 
Kebijakan Pemerintah yang sangat tepat dalam mengisi 
program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap 
ekonomi Indonesia berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 
yang disahkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 
2 Tahun 2020 2020 (Undang-undang (UU) tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/
atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang). 
Mengapa kebijakan ini sangat tepat? Pertama, karena sebelum 
Holding BUMN Ultra Mikro terbentuk, 12 (dua belas) Holding 
BUMN berbasis sektor telah menjalankan kegiatan usahanya 
yang dinilai memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan 
UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, 
dunia usaha juga telah menjalankan praktik konglomerasi, baik 
konglomerasi vertikal maupun horizontal. Oleh karena holding 
BUMN dan konglomerasi usaha mempunyai kedudukan hukum 
yang sama serta memiliki karakter kelembagaan usaha yang 
hampir sama, maka keduanya dapat bersaing secara sehat dalam 
memperkuat ekonomi nasional. Kedua, karena, di salah satu 
pihak, Holding BUMN Ultra Mikro dapat mendukung UMKM 
dalam memanfaatkan peluang dan kemudahan berinvestasi 
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yang diberikan oleh UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta 
Kerja (UU Cipta Kerja), serta di lain pihak, UMKM mengharapkan 
adanya organisasi kelembagaan usaha semacam Holding 
BUMN Ultra Mikro yang dapat memfasilitasi akses kepada 
permodalan untuk berinvestasi. Ketiga, karena Holding BUMN 
Ultra Mikro bersama-sama dengan ke 12 Holding BUMN lainnya 
dapat memposisikan diri sebagai faktor penghela (pull factor) 
bagi UMKM, di mana Holding BUMN Ultra Mikro berfungsi 
sebagai fasilitator akses permodalan dan ke 12 Holding BUMN 
lainnya berfungsi sebagai fasilitator pemasaran. Sementara 
itu, unsur-unsur hukum dan kelembagaan yang terkandung 
di dalam UU Cipta Kerja dan UU terkait PEN merupakan 
faktor pendorong (push factor) serta Instansi Pemerintah yang 
membidangi UMKM dan Instansi Pemerintah yang membidangi 
pengembangan perseroan perorangan berfungsi sebagai faktor 
utama penggerak (prime mover factor) pemberdayaan UMKM 
dan perseroan perseorangan. Keempat, karena PT Bank Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT 
Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai unsur-unsur 
kelembagaan BUMN pembentuk Holding BUMN Ultra Mikro 
memiliki jaringan usaha yang luas sehingga dapat menjangkau 
setiap UMKM dan perseroan perseorangan yang berada di 
seluruh pelosok tanah air.

Uraian singkat diatas memberi gambaran tentang 
pentingnya tampilan hukum dan kelembagaan (aspek yuridis) 
dari pembentukan dan pengembangan Holding Ultra Mikro 
beserta jejaring kerjanya dalam memberdayakan UMKM 
dan perseroan perseorangan sebagai ujung tombak ekonomi 
kerakyatan. Uraian di atas juga menunjukkan bahwa pemilihan 
judul buku “Aspek Yuridis Pembentukan Holding Ultra Mikro 
dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan UMKM” oleh Tim 
Penulis Buku merupakan pilihan judul yang tepat dan up to 
date. Pemilihan judul tersebut tepat dan up to date karena, 
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dari aspek yuridis, judul tersebut menekankan bahwa tiada 
kegiatan usaha di Indonesia yang tidak berlandaskan hukum, 
yaitu hukum positif Indonesia atau hukum yang berlaku saat 
ini (ius constitutum). Hukum positif yang terdiri dari peraturan 
perundang-undangan memberi mandat hukum kepada 
organisasi kelembagaan pemerintah, dunia usaha/swasta dan 
masyarakat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan 
hukum yang berlaku (ius operatum). Berkaitan dengan hal 
tersebut, pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dan ke-12 
Holding BUMN serta praktik konglomerasi oleh dunia usaha/
swasta berikut kerjasama di antara mereka diharapkan dapat 
memperkecil kesenjangan antara ius constitutum dan ius 
operatum serta meningkatkan kualitas harmonisasi hukum 
dalam mengatasi masalah hukum up to date, yaitu hiper 
regulasi. Dengan upaya seperti inilah keadilan dan kepastian 
hukum dapat ditegakkan demi pemberdayaan UMKM.

Jakarta, November 2022

Penyunting/Editor
Tommy Hendra Purwaka
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EPILOG

Buku ini telah menganalisis dan membahas dengan 
baik aspek yuridis pembentukan Holding Ultra Mikro beserta 
dampak positifnya yang tercermin dalam wujud pemberdayaan 
UMKM. Sejumlah pustaka yang relevan dan relatif baru telah 
dikaji untuk mendukung analisis dan pembahasan tersebut. 
Disamping itu, sejumlah peraturan perundang-undangan telah 
diperiksa dengan seksama dan pelaksanaannya telah dievaluasi 
dengan cermat untuk mengetahui persoalan-persoalan 
yuridis normatif yang terkandung di dalam ius constitutum, 
permasalahan-permasalahan yuridis empiris yang ada di 
dalam ius operatum, serta kesenjangan yang terjadi antara ius 
constitutum dan ius operatum. Hasil analisis dan pembahasan 
disampaikan dalam kesimpulan sebagai pendapat hukum dan 
saran-saran sebagai advis hukum dari Tim Penulis.

Untuk memperkaya pemahaman pembaca tentang 
makna dan manfaat dari buku ini dapat diketengahkan di 
sini bahwa Tim Penulis kelihatannya telah menerapkan think 
globally, act locally. Artinya, Tim Penulis telah memikirkan dan 
mempertimbangkan situasi dan kondisi kehidupan hukum 
sekitar pembentukan Holding Ultra Mikro, dimana keberadaan 
Holding Ultra Mikro tersebut dapat dimaknai sebagai salah 
satu upaya Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional 
sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sesuai amanat UU 
Nomor 2 Tahun 2020. Disamping itu, keberadaan Holding Ultra 
Mikro juga difungsikan sebagai sarana untuk memberdayakan 
UMKM agar dapat memanfaatkan peluang akses kepada 
permodalan dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh 
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UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 8 
Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 
beserta empat lampirannya tentang Modal Dasar Perseroan 
telah memberi landasan hukum bagi usaha mikro dan kecil 
untuk mendirikan perseroan perseorangan.

Penerapan think globally, act locally tersebut telah 
membuahkan hasil tiga kesimpulan yang menegaskan bahwa 
kemitraan antara Holding Ultra Mikro dan UMKM tidaklah 
cukup hanya dengan pemberian pinjaman permodalan, 
melainkan juga harus disertai dengan berbagai bentuk dorongan, 
pendampingan dan percontohan. Dengan meminjam tiga 
prinsip pola Pendidikan dari Ki Hadjar Dewantoro, Holding 
Ultra Mikro perlu memposisikan dirinya sebagai panutan bagi 
UMKM dalam menjalankan usaha yang berhasil (ing ngarso sung 
tulodo), sebagai motor penggerak yang senantiasa berada di 
tengah-tengah UMKM (ing madyo mangun karso), dan sebagai 
pendorong yang selalu memberi dukungan kepada UMKM (tut 
wuri handayani). Sebagai konsekuensi logis dari ketiga peran 
tersebut, Holding Ultra Mikro haruslah menjalin kerjasama 
dengan berbagai organisasi kelembagaan pemerintah yang 
menjalankan fungsi-fungsi sebagai pull factor, prime mover 
factor dan push factor. Kerjasama antar Lembaga ini akan dapat 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Lembaga dan dari 
aspek yuridis akan dapat meningkatkan kualitas harmonisasi 
hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi 
kemitraan antara Holding Ultra Mikro dan UMKM.

Sebagai uraian penutup, buku ini memberikan saran yang 
logis dan bermanfaat bagi kemitraan antara BUMN, khususnya 
Holding Ultra Mikro, dan UMKM, yaitu perubahan UU Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sambil menunggu 
terealisasinya saran tersebut, alangkah baiknya apabila dari 
aspek yuridis dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan 
kemampuan bernegosiasi dari UMKM agar dapat menghasilkan 
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dokumen perjanjian yang baik. Richard Posner dalam kaitan 
ini mengatakan bahwa mati hidupnya suatu organisasi usaha 
sangat ditentukan oleh kontrak-kontrak yang dibuatnya. 
Kontrak atau perjanjian berdasarkan asas pacta sunt servanda 
berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Jakarta, November 2022
Penyunting/Editor

Tommy Hendra Purwaka.
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